PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR {4 £TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan
fungsional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom  Provinsi
Kalimantan  Barat, Kalimantan  Selatan dan
Kalimantan Timur {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 106);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

12, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUEKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan -

1.
2.

10.

11,

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas
adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

|
|




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27
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Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional :yang B
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
pada jabatan fungsional yang setara.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjuinya disingkat
PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan
hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS
adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang
dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dang
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial,

Kesetiakawanan sosial adalah salah satu jenis usaha kesejahteraan sosial
preventif yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan sikap dan prilaku
dalam  kehidupan sehari-hari yang dilandasi oleh kesadaran,
tanggungjawab dan kepedulian sosial dari seluruh warga masyarakat
untuk ikut serta menangani berbagai masalah dalam masyarakat,
khususnya masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing
demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional,

Pembangunan sosial adalah pembangunan yang bertujuan agar
masyarakat dapat mengembangkan kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya melalui upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi,
pengembangan dan perlindungan.

Pencegahan adalah upaya menghambat atau membatasi tumbuh dan
berkembangnya masalah kesejahteraan sosial,

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial para
penyandang masalah berikut lingkungannya dan meningkatkan kesadaran
maupun tanggungjawab sosialnya untuk dapat berperan aktif dalam
kehidupan masyarakat.

Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah
dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Tuna sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak atau
kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai
dengan norma agama, sosial atau hukum serta cenderung terisolasi dari
kehidupan masyarakatnya.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik
dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan
hambatan baginya untuk melakukan aktifitas sehari-hari secara
selayaknya, yang terdiri atas penyandang cacat fisik, penyandang cacat
mental serta penyandang cacat fisik dan mental.

. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.




28.

29.

30.

31.

32.

-6 -

Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut TKSK adalah
seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan
tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau
seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang
ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial,

Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah
maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial,
dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan,
pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk
melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk
menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai
daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak
bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan upaya mewujudkan ekonomi
kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia
terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

BAB 11
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di
bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

perumusan program kerja di bidang sosial;
perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan fakir miskin;

pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan fakir miskin;
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penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdaf{&an .'SQ'Si&'l, o

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan
fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan
fakir miskin;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan
fakir miskin;

pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan vang diberikan oleh
Gubernur di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
Kepala Dinas;

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan Sosial;

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
Bidang Rehabilitasi Sosial;

Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;

Unit Pelaksana Teknis; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

= N

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf a,
mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas di bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a.

penetapan program kerja di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan
dan jaminan sosia,_l,,,,;:@habﬂitasiuso,sia,l.,n.danwpesmb@rdaya%n fakir miskin;

POREE HESSFEN
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b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan 303131 perhndungan dan" -
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan fakir miskm

c. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sesml perhmdungan"f_ BN
dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdaynan faku" mlskm e
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e : S

d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang pemberdayaan soswd
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan
fakir miskin; : : o

e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pémbéidayéé;ﬁ“sééi‘alz
perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, da:a pembezdayaan”f“’-"- Ll
fakir miskin;

f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungs1 di hngkungan Dmas LT

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan refermasx birokras1,-._'5_'_f_-_
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemermtah (SAKIP) dari peia.yanan e
publik di lingkungan Dinas; - : i

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegaatan dz;'__-"; 5 e
bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan Jamman sesmi rehablhtas:i e
sosial, dan pemberdayaan fakir miskin; o e Tn

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubemur-berkenaaﬁ dengan i
perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perhndungan dan{-'{._s e
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan fakir ‘miskin; dan i

j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di’ bzdang soszal Yah g
diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan pemndang undangan S

Bagiaﬁ Keempat' -
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal s'ayeﬁ:' (1) huruf b d1p1mpmi B ik
oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanwgungjawa“b kepada..
Kepala Dinas. '

Pasal ©

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan pemmusan kebljakan dl_'?"'
bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, I{euangan"--f}'_f S
dan aset, serta bertanggungjawab memimpin - pelaksanaaﬁ Seiurah kegxatan SR
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. : L i

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sel{re‘tamat

mempunyai fungsi : _ S

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan; . RIS TI

b. penylapan bahan dan perumusan keszakarl di . b1dang rencana I-;:erga,. '_ i
monitoring dan evaluas1 umum dan aparai:ur serta keuanoan dan aset R,
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pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan
evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;

penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,i'

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di

linglkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, .
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di
lingkungan Dinas;

penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan .
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,;

pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di liiagkungan Lo

Dinas;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di hngkungan':.
sekretariat;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelai«sanaan o
tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain kesekretariatan yang dlserahkan aleh Kepala-.. '
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B}

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawazhi :
a. Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing—'maéiﬁgdipimpiﬁ:. L :: :
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di ~bawah dan S

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana di maksud dazam: Pa'sai 11

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah . bahan B
kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan. s

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 12 Sub S

Pasal 13

Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi ;

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan k:ebzgak&n ch bzdang._.'-' '

umum dan aparatur dl hngkungan Dmm

!
[
{
s
i




Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana di maksud..d_a:le_ﬁm-}?gséi- 11 o
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah  bahan .
kebijjakan di bidang keuangan dan aset serta mengendahkan pelai«:sanaan
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pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan -

peraturan perundang-undangan;

pemberian dulkungan terhadap pelaksanaan tugas dan fuhgsi d1

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan- funwsn dz bzdemg N

umum dan aparatur,

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub

Bagian Umum dan Aparatur;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretarzs berkeﬁaan dengan o
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur, L

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan 1aporan tezhadap '
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparamr' dan - '

pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur ya:ag dlserahkan'

oleh sekretaris.

Pasal 14

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 14 Sub'_;f.i
Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : ' '

a.
b.

penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan dan Aget

pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan ke’i:aljakam d1 bldang'-_'

keuangan dan aset di lingkungan Dinas;

pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesual k:etentuan- e

peraturan perundang-undangan;

pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan : _fui}géi di. f

lingkungan sekretariat;

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas daﬁ fuugsz dz bldang.._ _j __:_;

keuangan dan aset;

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan iugas pada Sub :

Bagian Keuangan dan Aset;

pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkena.an dengan . i

tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peny‘usunan 1ap0ran i:elhaciap' S

pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset dan-

pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang dise:t ahkan oleh
sekretaris. '
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Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Siayat' ('1)"___' L
huruf ¢, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan_-”-_ EE

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas menyiapkan: “bahan dan |
merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan,

keluarga dan kelembagaan masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil

dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, kepahlawanan, kepermtisem, S
dan kesetiakawanan serta bertanggungjawab memimpin  seluruh: kegzatan"_- SRR

pelayanan dan administrasi di bidang pemberdayaan sosial.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bldanff -

g
Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi : o
a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan  teknis" dz bzdang _
permnberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat S L
pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana: g

bantuan sosial, serta kepahlawanan, keperintisan dan I{eseuakawanan, ST

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Sémal S

perorangan, keluarga dan kelembagaarn = masyarakat, pembma&n'

komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber dana: bantuan sosial;
serta kepahlawanan, keperintisan dan kese&akawanan sesuai ketentuan' S

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermtah daerah d1 bldang FECEE
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat e
pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber ‘dana -
bantuan sosial, serta kepahlawanan, keperintisan dan kesehakawanan' L

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas -dan fungsz d1 bzdang- _
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyalakat S
pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber d&ma. S EER

bantuan sosial, serta kepahlawanan, keperintisan dan keseﬂakawanan

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan: 'Lugas dan - fu11681 di o
bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga' dan kelembagaan' L
masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil dan pengelolaan sumber ~ 0o ;:
dana  bantuan sosial, serta kepahlawanan, kepermtisaﬂ dan g ey

kesetiakawanan sesuai ketentuan peraturan pemndang—undangan

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas bezkenaan- TR
dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan sosial perorangan, -
keluarga dan kelembagaan masyarakat, pemibinaan - komumtas adat
terpencil  dan pengelolaan sumber dana bantuan “sosial, - serta

kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan;
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I, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap"::pelaksanaan'
tugas di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan
kelembagaan masyarakat, pembinaan komunitas adat terpencil dan

pengelolaan  sumber dana bantuan sosial, serta Kkepahlawanan,:

keperintisan dan kesetiakawanan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
pemberdayaan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) hurul d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di - -

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merlyiapkml . 3

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perhndungan soszai"
korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan

jaminan sosial keluarga, serta bertanggungjawab memimpin Seiumh keglai:an L

pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial,

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bzdang Ll

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : |
a. penyusunan program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan’ SoSial' o
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perimdungan S

sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bence‘ma 80818.1 S

dan jaminan sosial keluarga,

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perimdungan sosial -

korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan

jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah ‘daerah di bldaﬁg::_ L
perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan - sosial korban -
bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga sesuai ketentuan pera‘turan C

perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fuﬂgsz dl b1dang' S -

perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan seszal kor’bam
bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga;

f.  pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas - dan fung31 di
bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial

korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga . sesuai. ketentuan o

peraturan per undang—undaﬂgan
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g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan sosial korban bencana

alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial
keluarga;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan
sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 22

Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan
anak terlantar, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial
tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang serta bertanggungjawab
memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang rehabilitasi
sosial.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang
Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi
sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan
orang;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi sosial lanjut
usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,
rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban
perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan fugas dan fungsi di bidang
rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban
perdagangan orang;
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f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar, rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial, NAPZA dan korban
perdagangan orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak
terlantar, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna
sosial, NAPZA dan korban perdagangan orang;

h, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia dan anak terlantar,
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial,
NAPZA dan korban perdagangan orang; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang
rehabilitasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin

Pasal 25
Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan - fakir  miskin

perdesaan, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, dan pemberdayaan fakir

miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar negara .~

serta  bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan
administrasi di bidang pemberdayaan kemiskinan. '

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang o
Pemnberdayaan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis = di ~bidatig
pemberdayaan fakir miskin perdesaan, pemberdayaan fakir miskin
perkotaan, dan pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau
kecil, terluar dan perbatasan antar negara;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan fakir
miskin  perdesaan, pemberdayaan fakir miskin perkotaan, dan
pemberdayaan fakir miskin daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan
perbatasan antar negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

H [ t H




Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungm, serta Tata I{mja}f:.__-._?_ '_' "_:' -
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Pezaturan Gubez nur |
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. '
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pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemermtah daerah d1 bldand' '_
pemberdayaan fakir misgkin = perdesaan, pemberdayaan falm mzskm
perkotaan, dan pemberdayaan fakir miskin. daerah pesmn‘ pulau pulau S
kecil, terluar dan perbatasan antar negara sesuai keieﬂtuan peramranf.ff”
perundang-undangan; : . " ran e
pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungs:m ch bzdang'}_--_;_- e n
pemberdayaan fakir miskin perdesaan, pem’berdayaan fakir m1sk1n3__-"_§§-_f'__--._= SR
perkotaan, dan pemberdayaan fakir mzskm daerah pe‘:szslr pulau puiau._’f. i
kecil, terluar dan perbatasan antar negara; : '

pembinaan dan pengawasan terhadap p&laksanaan "Lugas dan fungs1 dz SR
bidang pemberdayaan fakir miskin perdesaan, pembez dayaan fakn‘ mzskm:_'__--;'--_:ff__ T |
perkotaan, dan pemberdayaan fakir miskin daerah. pesisir, puiau puiau__'__j:? s
kecil, terluar dan perbatasan antar negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; - s _
pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepaia Dmas berkenaan _':
dengan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan fakir mlskm perdesaan
pemberdayaan fakir miskin perkotaan, dan pemberdayaan fakzr mlskmf ' i o
daerah pesisir, pulau-pulau kecil, terluar dan pe&batasan an‘iar negaza, s

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksemaﬂn{ S
tugas di bidang pemberdayaan fakir miskin perdesaan pembezdayaan'jj:_:
fakir miskin perkotaan, dan pemberdayaan fakir miskin daerah pesmw,fﬂ i
pulau-pulau kecil, terluar dan perbatasan antar nebara da,n '

pelaksanaan fungsi lain yang ‘diberikan ‘oleh Kepala Dmas dz bldang'f'“; Py
pemberdayaan fakir miskin - sesuai ketentuan pe1aturan pemndaﬁg—j L
undangan. ' ' '

Bagian Kesembilan _
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis sebagazmana dimaksud dalam Pasa} 5 ayat (1)
huruf g dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms operaszonal_"j-;
atau kegiatan teknis penunjang Dinas. '

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlplmpm oleh_”' LT '_:
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan: bertanggung;awab kepada-f'_-..- SO
Kepala Dinas melalui Sekretaris. S

Pasal 29




()
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Bagian Kesepuluh

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)'
huruf h, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan
tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis
fungsional.

Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesual dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada _
Pejabat Administrator.

Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penjetafaah’ _
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub __chrdiﬂatsr |
Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi terteritu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang - |

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yai”ig
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan -
Fungsional.

Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambaha_n ‘gerta.
pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur Jebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Ferangkat Daerah sesuai ketentuan -

peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional vang diangkat melalﬁi o

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat o

Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaltan dengan -

pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya - sesual -

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang .ba’erdasarkan'
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang:
undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuém
peraturan perundang-undangan.




(1)

(3)

-17 -

Pasal 32

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan
dilantik kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan
jabatan diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan yang diduduki
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan Penyetaraan
Jabatan.

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai
dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas
Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN
yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. : -
Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan syarat =
dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan -
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana _
dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lma
persen} dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.




(1)

(2)
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BAB V
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 35

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina; mengawasi, -

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada S

bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Admmzstra31 dan Peja"bat__ S ._3
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, mtegragl dan““ RS

sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daer ah 3 3
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. S

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fung’Si pehgawasan

di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang. diper}ukan.i"_.__ :_: B
untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan pera‘turan 'perundang—_f{_ g A

undangan.

Bagian Kedua
Laporan

Pasal 36

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan peiaksanaan tugasnya dan G
memberikan penjelasan kepada Gubernur mmelalui Sekletans Daemah’f-f;'_!

perihal kebijakan yang ditetapkan.

Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kmerja kepada Gubemur‘:'f: S
melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang d1susun sesual.-.:._'.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib memamhl kebljakan yang'._f:;: R
ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas” sarta_-_-_ SRRy
memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada a‘i:asan masmg—_;_-:_ R

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dar}. bawqhan dan'_::';- |
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam membenk&n_,_ﬁ':
saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalm Sekretaris guna’ Gehoani

dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dlbe'bankan pada-.--:'__::._-_ e ]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas 1amnya' nhE

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1} Uraian jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh
Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
organisasi memberikan asistensi dan fasilitasi terhadap penataan
organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan

pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh Pejabat
Administrasi dan Pejabat Fungsional berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB Vill
KETENTUAN PERALIHAN

Pasgal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang
melaksanakan tugas pada Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas tetap melaksanakan
tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor
102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 102) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2019 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

=

pada tanggal Z¢ T pe2/
fGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, A

Diundangkan di Pontianak
T S b
pada tanggal 7o Tyl sen

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR
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